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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah dalam 

perkara-perkara umum, namun tidak menemukan baik didalam Alquran atau 

sunah sebutan atau spesifikasi apa yang disebut dengan Ahlul Halli Wal 

‘Aqdi. Dan yang ditemukan dalam praktik Rasulullah saw serta para Khalifah 

Ar-Rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang 

semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk 

bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan, dan tidak bersikap egois 

yang hanya memegang pendapatnya sendiri dalam perkara itu. Juga 

menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan 

permusyawaratan tersebut.
1
 

Bahwa banyaknya sebutan kelompok Ahlul Halli Wal ‘Aqdi dalam 

turats fikih kita sejak awal Islam, yang mereka adalah “Dewan Perwakilan 

Rakyat” yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-

perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka 

mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah dan juga 

memberhentikannya
2
, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan 
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pemuka masyarakat menguatkan “kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini 

(Ahlul Halli Wal ‘Aqdi) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini 

merupakan lembaga legislatif”.
3
 

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara 

umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan 

kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat 

yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin 

tertinggi Negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan 

peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan 

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk 

mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak 

Allah.
4
 

Di bidang perbandingan antara undang-undang konstitusional modern 

dan fikih politik Islam untuk mengatakan bahwa dewan-dewan parlementer 

sama dengan majelis permusyawaratan. Kebenaran perkataan ini tidak 

terpengaruh dengan adanya perbedaan sekitar apakah kaum muslimin di masa 

awal-awal Islam telah mengenal apa yang dinamakan dengan dewan legislatif 

atau tidak. Sebab, semua telah sepakat akan adanya Dewan Perwakilan 

Rakyat atau Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam komunitas kaum muslimin yang 
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para khalifah melakukan musyawarah dengan merekadalam segala perkara-

perkara penting dan tidak mengambil pendapat mereka sendiri.
5
 

Bila Alquran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan 

Islam tidak menyebutkan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi atau Dewan Perwakilan 

Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang 

politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar 

menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran ada dalam mereka yang 

disebut dengan “ulil amri” dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 59 

yaitu sebagai berikut: 

                  

                  

   

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. “ (Q.S An-Nisa’: 59)
6
 

 

Berdasarkan perintah di atas, ketaatan terhadap Negara harus tunduk 

kepada ketaatan terhadap Tuhan serta Rasul-Nya dan tidak terlepas darinya. 

Hal ini dengan jelas berarti bahwa apabila Negara memaksa untuk melanggar 
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perintah Tuhan serta batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah, 

maka Negara kehilangan haknya untuk menuntut ketaatan dari rakyatnya.
7
 

Allah Ta’ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan ulil amri 

yang dimaksud adalah para imam (khalifah) yang memerintah kita.
8
 

SebagaimanaAllah SWT telah menjelaskan juga dalam firman Allah 

dalam surat An-Nisa ayat 83, yaitu : 

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka 

menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah 

orang-orang yang ingin kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari 

mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan 

rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali 

sebagian kecil saja (di antaramu). 

Dari penjelasan tersebut mengharuskan untuk taat kepada ulil amri, 

para pemimpin ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-

ketentuan yang di bawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk 

kebaikan yang menyeluruh. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan 

suatu peraturan maka rakyat wajib mentaatinya dengan syarat ulil amri itu 

bisa di percaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. 

Sesungguhnya ulil amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan 
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suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.
9
Sudah jelas bahwa 

suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat 

melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Alquran dan Sunnah 

sekalipun konsensus rakyat menuntutnya. Maka secara otomatis timbul 

prinsip bahwa lembaga legislatif dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak 

membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan 

Tuhan dan Rasul-Nya. 

Bagi Negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga 

perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan, tidak mungkin membayangkan 

terwujudnya suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi tanpa kehadiran 

institusi tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 68 UU No. 17 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, DPRD adalah DPR merupakan lembaga perwakilan 

rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara.
10

 Setelah amandemen, 

DPR mengalami perubahan fungsi legislasi yang sebelumnya berada di tangan 

presiden Maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke 

DPR.
11

 

Untuk benar-benar melaksanakan demokrasi pasca amandemen UUD 

1945 mereformasikan keanggotaan DPR yaitu: anggota DPR terdiri dari 

anggota-anggota golongan politik (partai) yang dipilih melalui pemilu.
12

 

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih 
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berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan 

yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di 

kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Kedudukan DPR diperkuat 

dengan adanya perubahan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 7C yang 

menyebutkan “ Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR “. 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga keduanya memiliki legitimasi 

yang sama dan kuat sehingga masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.
13

 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa amandemen UUD 1945 

telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada di 

tangan presiden. Dengan demikian DPR mempunyai fungsi politik yang 

sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. 

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena 

kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya. Selain berkaitan dengan proses 

legislasi dalam kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk 

memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.
14

 

Dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 ayat (2) ketentuan 

dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut didepan 

pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 

dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR 

ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan 

kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa 
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 Tutik. Titik Triwulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), 135. 
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selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, 

dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis 

sepanjang dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR serta berkaitan erat 

dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan 

pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas. 

Keberadaan hak imunitas sebenarnya terkait erat dengan fungsi, tugas 

dan kewenangan DPR. Fungsi DPR secara institusional meliputi fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Keterkaitan hak imunitas 

dan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR 

berlaku baik anggota berada didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR. 

Sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, 

dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di 

dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut didepan 

pengadilan. Namun, demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, 

pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak 

benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang 

maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
15

 

Dengan demikian hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat 

mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya 

dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. 
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Bagaimana jadinya apabila dalam penggemukan pernyataan, pertanyaan dan 

pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda 

perasaan takut karena nantinya akan dituntut dijalur hukum, justru akan 

kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan 

judul :  

“ Hak Imunitas Anggota DPR dalam pasal 224 Undang-undang No. 17 

Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut: 

1. Syarat menjadi anggota DPR. 

2. Konsep Hak Imunitas dalam Perspektif Hukum Islam. 

3. Konsep Hak Imunitas dalam UU No. 17 Tahun 2014. 

4. Pengertian Hak Imunitas anggota DPR. 

5. Aktualisasi Hak Imunitas anggota DPR terhadap pasal 224 dalam 

Perspektif Hukum Islam. 
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Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif dalam pasal 224 UU 

No. 17 Tahun 2014? 

2. Bagaimana Analisis Hak Imunitas anggota DPR dalam pasal 224 UU No. 

17 Tahun 2014 perspektif Hukum Islam 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut 

di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam hal ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hak Imunitas anggota DPR perspektif dalam pasal 224 UU 

No. 17    Tahun 2014? 

2. Bagaimana analisis terhadap Hak Imunitas Anggota DPR dalampasal 224 

UU No. 17 Tahun 2014 perspektif Hukum Islam? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa 

sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya: 

Skripsi karya Moh. Rifa’i Suparlan mahasiswa Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1992 yang berjudul, “ Tugas 
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Serta Wewenang MPR Dan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi: Studi Perbandingan “. 

Skripsi ini membahas dengan membandingkan tugas serta wewenang MPR 

dengan Ahlul halli Wal ‘Aqdi, sehingga terdapat perbedaan dengan skripsi 

yang penulis buat karena berbeda dalampembahasannya secara eksplisit lebih 

condong ke Hak Imunitasnya Anggota DPR dalam Undang-undang Baru.
16

 

Skripsi karya Sakinah Binti Ibrahim mahasiswa Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1998 yang berjudul 

“Kedudukan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Ketatanegaraan Islam“. Skripsi ini 

membahas kedudukan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi dalam kajian Fiqh 

Siyasah/ketatanegaraan Islam, sehingga terdapat perbedaan juga dengan 

skripsi yang penulis buat, karena penulis menggunakan dua sudut pandang 

yaitu dalam kajian fiqh siyasah dan Tatanegara di indonesia.
17

 

Berdasarkan kajian diatas jelas membedakan dengan penelitian yang 

penulis buat. Hal ini tampak jelas dari permasalahan yang diangkat peneliti 

dalam tulisan ini mengangkat tentang hak imunitas anggota DPR dalam 

kajian hukum positif dan Islam. sehingga penelitian tentang hak imunitas 

anggota DPR dalam kajian fiqh siyasah dan UU No. 17 Tahun 2014 

diharapkan dapat menambah wawasan ilmu terutama di bidang ilmu hukum 

pada umumnya. 
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 Suparlan. Moh Rifa’i, “ Tugas Serta Wewenang MPR dan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi: Studi 

Perbandingan” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1992). 
17

 Ibrahim. Sakinah Binti, “ Kedudukan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Dalam Ketatanegaraan Islam “ 

(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1998). 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR. 

2. Untuk mengetahui  bagaimana cara mengaktualisasikan hak imunitas 

tersebut ke dalam perspektif hukum Islam. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai 

berikut: 

a) Praktis  

Kegunaan penulisan skripsi ini selain untuk meningkatkan pengetahuan 

dan memperluas wawasan masyarakat dan penulis sendiri, serta 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

penegak hukum mengenai Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR 

menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 

b) Teoritis  

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam pengkajian ilmu hukum sumber inspirasi dalam rangka memberikan 

kontribusi ilmiah, khususnya mengenai hak imunitas anggota DPR sejalan 

dengan menjunjung tinggi hukum Islam. Dan memperkaya ilmu 
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pengetahuan khususnya mengenai masalah aktualisasi hak imunitas 

anggota DPR bagi masyarakat yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 

2014. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam 

memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan 

beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Dari terminology hukum kata Imunitas dalam bahasa inggris “immunity“ 

berarti kekebalan, kata lainnya “Imunis” yang menyatakan “tidak dapat 

diganggu gugat” terkait dengan tindakan seseorang dalam lingkup tertentu 

seperti korps diplomatik atau anggota legislatif Hak Imunitas adalah hak 

yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan, 

pertanyaan, dan pendapat yang disampaikan baik secara lisan maupun 

tertulis dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR dengan pemerintah dan 

rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dan anggota DPR terkait hak imunitasnya tidak dapat dituntut di muka 

pengadilan karena sikap, tindakan dan kegiatan di dalam rapat DPR 

maupun luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan 

konstitusional DPR atau anggota DPR. 

2. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan 

menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota Ahlul Halli Wal 

‘Aqdi ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan 
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profesi, merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala 

Negara sebagai pemimpin pemerintahan.
18

 

3. DPR/Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga utama yang menjalankan 

fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Lembaga ini 

mempunyai fungsi legislasi, pengawasan (controlling), dan penganggaran 

(budgeting). Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi 

legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR)
19

. Sebelum perubahan UUD 

1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi. Di bawahnya mendapat 

lima lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi termasuk 

DPR. Dalam kedudukannya senbagai lembaga tertinggi negara, MPR 

pemegang kekuasaan negara tertinggi karena lembaga ini merupakan 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu DPR yang merupakan 

lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa 

dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Setelah amandemen, DPR 

mengalami perubahan fungsi legislasi yang sebelumnya berada ditangan 

Presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah 

ketangan DPR
20

.  

                                                           
18

  Iqbal Muhammad ,  Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam, (Jakarta : Gaya Media 

Pratama, 2001), 138. 

19
Jimly Assiddique, Pokok-pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : BIP, 

2007), 186. 
20

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen. 
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4. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau 

peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa 

tersebut.
21

 

5. Fiqih Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 

normatif yang dimana menekankan tentang materi hukum yaitu UUD 1945 

dan Undang-undang MD3. Serta didukung dengan literatur yang ada 

mengenai pokok masalah yang dibahas. adalah suatu cara atau jalan yang 

ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam 

suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 

                                                           
21

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

1991), 37. 



 
15 

 

  

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

permasalahan.
22

 Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  disebut 

penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan jalan melakukan 

penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, kembali lagi pada fungsi 

penelitian yaitu mencari kebenaran korespondensi, sesuai atau tidak 

hipotesis dengan fakta yang berupa data. Library Research menurut 

Bambang Waluyo adalah metode penelitian ini penelitian hukum 

normatif.
23

 dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis 

seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode 

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa 

sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian 

disimpulkan.
24

 

2.  Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah 

sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan 

                                                           
22

 Subagyo Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 

2. 
23

 Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 50. 
24

 Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1993), 

30. 
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bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan 

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi tau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder 

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi.publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
25

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach)
26

 

Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan 

perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. 

Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation 

maupun regulation. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu 

hukum, mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk 

peraturan perundang-undangan. 

b. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum 

seperti peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum dari 

waktu ke waktu.dan bahan bahan yang dikumpulkan harus mempunyai 

relevansi dengan isu yang akan dipecahkan. 

 

                                                           
25

 Subagyo Joko, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek........,141. 
26

  Peter Mahmud. Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 239. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat 

mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Akan tetapi yang lebih 

esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (treatises). Karena di dalam 

buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. 

4. Analisis Data 

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif 

analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi 

dan berup teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan 

teknik analisi dokumen yang sering disebut content analisys. Disamping itu 

data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang 

dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka 

penulis mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 
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BAB I  : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh 

isi penelitian secara umum yang terdiri dari : 1. Latar 

belakang, 2. Identifikasi dan batasan masalah, 3. Rumusan 

masalah, 4. Kajian pustaka, 5. Tujuan penelitian, 6. 

Kegunaan hasil penelitian, 7. Definisi Operasional, 8. 

Metode Penelitian, 9. Sistematika pembahasan. 

BAB II : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Ahlul Halli 

Wal Aqdi dalam Fiqh Siyasah. 

BAB III : Dalam bab tiga ini peneliti membahas tentang konsep Hak 

imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR dalam Undang-

undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, 

DPRD. 

BAB IV : Dalam bab empat ini diuraikan analisis tentang aktualisasi 

Hak imunitas anggota DPR menurut UU No. 17 Tahun 

2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dalam Kajian 

Hukum Islam. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 


